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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 70).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).
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Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243).

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan
Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati , dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara
Pemilihan Umum. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4338).
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan
Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD
Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota.

G. Peraturan Perundang-undangan Negara Lain
Constitution of the Kingdom of the Thailand.
The 1987 Constitution of the Republic Philippines.
The 2010 Rules Of The Presidential Electoral Tribunal.
The Constitution of Republic of Austria.
Federal Code of Electoral Institutions and Procedures.

Law of The Azerbaijan Republic “on Constitutional Court™.

H. Wawancara

Tanya Jawab dengan Enny Nurbaningrum di General Lecture Constitutional Court and
the Protection of Citizens” Constitutional Rights at the Faculty of Law, Gadjah
Mada University Yogyakarta, Selasa 2 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB.

Tanya Jawab dengan Maria Farida Indrati di Kelas Hukum Perundang-Undangan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat 25 Oktober
2019, Pukul 10.00 WIB.

Tanya Jawab dengan Refly Harun di Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 12 Oktober 2019, Pukul 09.00
WIB.

Wawancara dengan Fadli Ramadhanil Selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor
55/PUU-XVI11/2019, di Yogyakarta pada Rabu 2 Desember 2020, Pukul 09.35.

Wawancara dengan |. Dewa Gede Palguna selaku Mantan Hakim Konstitusi, di Jakarta
pada Jumat 4 Desember 2020 Pukul 10.23 WIB.
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Wawancara dengan Topo Santoso Selaku Pengamat Pemilu, di Jakarta pada Jumat 4
Desember 2020, Pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Veri Junaidi selaku Pengamat Pemilu di KoDe Inisiatif Jakarta
Pada Kamis 3 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

I. Sumber Lain

Bisariyadi dkk, 2011, Laporan Penelitian Komparasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di
Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Pusat Penelitian
dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariak Jendral Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta.

Fahmi, Khaiful, Menyelamatkan Keadilan Pilkada, Harian Kompas edisi 24 Maret
2017.

Isra, Saldi, Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, Pidato Iimiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas
Andalas, 13 September 2005.

Junaidi, Veri, Pengadilan Pemilu demi Kepastian Hukum, Koran Kompas edisi Rabu,
22 Maret 2017.
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